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Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk
meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi
man4iemen pendidikan untuk menghadapi tantangan
sesuai dengan tunfutan perubahan kehidupan lokal,
nasional dan global secara berarah dan

Mengingat : L.

berkesinambungan dengan pemberian beasiswa
kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari
Kabupaten Gunung Mas;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a
di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Berprestasi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
l,amandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau; Kabupaten Barito Timur di kovinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2OOg tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor TB,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3O1);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AA+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,

b.

2.

3.



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaal;

4. Undang-undarrg Nomor gS Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZOA4 Nomor 26, fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g);

5- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zaar tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi, dan pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOZ Nomor 82, fambahan
Lenabaran Negara Republik Indonesia Nomor aZSZl;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2O0g tentang
Wdib Belajar {Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 ?ahun ZOOS tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repubfi[
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 9I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS64l;

8. Peraturan Daerah Kahupa.ten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 20Og
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2O1O Nomor 11S);

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor S
Tahun 2OL2 Tentang Penyelenggaraan Sakula pintar
Hayak Harati (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2OL2 Nomor lTOl;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23
Tahun 2OL2 tentang Anggaran pendapatan dan
Belar{a Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2O13;

12. Peraturan Bupati Nomor L2 Tahun 2OlZ tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun ZOLS.

}IEMTffTISI(AIS :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA BAGI
MAHASISWA DAERAH BERPRESTASI



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung
Mas.

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah Pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

8. Dokumea Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggrarl.

9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dolmmen yang memuat pembahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

1O. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

1 1. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untr.lk mengdukan
permintaan pembayaran.

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya SPM adalah dolmmen
yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat
Perintah Membayar.

14. Beasiswa bagi Mahasiswa Beqprestasi adalah bentuk Penghargaan dari
Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan dana pendidikan yang
diberikan kepada mahasiwa yang memiliki prestasi akademik .

15. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang yang sedang menjalani
pendidikan tinggr di sebuah universitas atau perguruan tinggr.



BAB II
TUJUAIE DAIT SASARAIT

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar Pemberian beasiswa
bagi mahasiswa daerah berprestasi;

(2) Beasiswa sebagai mana dimaksud pada ayat {1} berlaku untuk sa.tu
tahun;

(3) Untuk tahun selanjutnya dapat diajukan kembali sesuai prosedur
yang ditetapkan.

BAB III
PERSYARATAIT DAIV BTSARITYA BAITTUAIT

Pasal 3

Penerima Beasiswa bagr Mahasiswa Daerah Berprestasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan
Bupati.

Pasal 4

Persyaratan untLrk Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi:
a. Yang memiliki prestasi akademik di universitas/perguruan tinggr yang

dibuktikan dengan laporan penilaian hasil studi yanA dikeluarkan-oleh
universitas/ perguruan tinggi yang bersangkutan;

b. masih aktif menempuh pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan
surat keterangan aktif kuliah dari universitaslperguruan tinsgi VanSbersangkutan

Pasal 5

{1) Besaran Beasiswa yang akan diberikan bag Mahasiswa Daerah
berprestasi sesuai dengan yang tercantum pada DPA atau DPpA Dinas
Pendidikan.

(2) Pembayaran Beasiswa bagl Mahasiswa berprestasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yarrg berlaku.

BAB TV
PROSEDUR PEMBERIAIII BEdtrSI$[rA

Pasal 6

Prosedur pencairan anggaran berkaitan dengan pemberian Beasiswa bagr
Mahasiswa Daerah Berprestasi di Ifubupaten Gunung Mas adalah
sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran menerima
penyerahan DPA atau DPPA sebagai dasar pelaksana.an Anggaran dan
SPD sebagai dasar pengeluaran kas;



b. Berdasarkan sPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara
P-engeluaran pada Dinas pendidikan mengqiukan dokumen spp yang
disiapkan oleh PPIK kepada pengguna A-nggaran melalui ppK-sKpD
untuk diterbitkan SPM;

sPM sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada
Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Sp2D;

Berdasarkan sP2D sebagairnana dimaksud pada huruf c, Bendahara
Pengeluaran pada Dinas pendidikan menyalurkan dana kepada
penerima Beasiswa melalui rekening masing-masing penerima
beasiswa;

Bukti transfer ke rekening masing-masing penerima Beasiswa dari
bank y€ng dihrnjuk merupakan surat pertanggungiawaban (spJ) bagi
Bendahara Pengeluaran.

BAB V
XEIEITTUATT PENUTUP

Pasa] 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lar{ut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan

d.

e.

Pada tan
di
rl

Kuala Kurun
,5 Agustus 2OL3

UNG MAS

BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal a I Agustus 2OLg

,]:

ETARIS DAERAH,

PATEN GUNUNG

. i.:.ll :'.,,
2Lo
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